
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI SUMENEP 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 
NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai 
tugas dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan 
dan melaksanakan pemerintahan; 

b. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk"" 
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang 
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, 
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, 
dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi 
daerah; 

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu 
disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dan 
berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1950 ten tang Pembentukan Provinsi Djawa Timur 
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1950 Tentang Perubahan Dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan 
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2009 ten tang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2005 tentang Peraturan Pe1aksanaan Undang
Udang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung; 



~--------- - -- - ---- -~----,--~-~-

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Paeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 05jPRTjMj2016 
tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 
Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1474); dan 

16. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor KM. 35 Tahun 2003 ten tang Penyelenggaraan 
Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP 

Dan 
BUPATI SUMENEP 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 

PERIZINAN TERTENTU. 



• 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep. 
2. Bupati adalah Bupati Sumenep. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan danj atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 1MB 
adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk 
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, danj atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 
persyaratan administratif dan persyarata teknis yang berlaku. 

10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas danjatau di dalam tanah danjatau di air yang berfungsi 
sebagai tempat menusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian 
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 



11. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat 
ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 

12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang 
digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut 
bayaran. 

13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang 
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 
menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta 
perpindahan moda angkutan. 

14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa 
angkutan orang dengan mobil Bus, yang mempunyai asal dan tujuan 
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tanpa 
perlengkapan pengangkutan bagasi. 

15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang 
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk 
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg. 

16. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memili 
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi 
atau yang beratnya lebih dari 3500 kg. 

17. Izin U saha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki 
perusahaan/ perorangan/ untuk melakukan usaha Perikanan dan atau 
melakukan usaha Kelautan dengan menggunakan sarana produksi 
yang tereantum dalam izin. 

18. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk 
menangkap, membudidayakan ikan, mengolah termasuk kegiatan 
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan 
komersial. 

19. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha 
untuk memperoleh sumber daya ikan dan dilakukan oleh warga Negara 
Indonesia atau Badan. 

20. Nelayan adalah orang yang mata peneahariannya melakukan 
penangkapan ikan. 

21. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata peneahariannya melakukan 
pembudidayaan ikan. 

22. Nelayan Keeil adalah orang yang mata peneahariannya melakukan 
penangkapan ikan yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

23. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan 
lainnya. 

24. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areallahan 
dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang 
belum tereantum dalam IUPK. 

25. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah restribusi 
yang terutang. 

26. Surat Tagihan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan restribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda. 



27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk me1akukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 

28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang te1ah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau te1ah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah me1alui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah. 

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang; 

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang se1anjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danl atau sanksi 
administratif berupa bunga danl atau denda. 

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
danl atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi 
daerah. 

34. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik un tuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

35. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan 
yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan 
bermotor cadangannya menimpang dari izin trayek yang dimiliki. 



BAB II 
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

Pasa12 

(1) Jenis Retribusi yang diatur dalam dalam Peraturan Daerah 1m, terdiri 
atas: 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi Izin Trayek; dan 
c. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas Perizinan 
Tertentu yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

Pasa13 

(1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

(2) Biaya penye1enggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi penerbitan dokumen lzm, pengawasan di lapangan, 
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari 
pemberian izin tersebut. 

BAB III 
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 

Pasa14 

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas 
setiap pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 

Pasa15 

(1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk 
mendirikan suatu bangunan. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 
peninjauan desain dan pemantauan pe1aksanaan pembangunannya agar 
tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, 
dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien 
luas bangunan (KLB) , koefisien ketinggian bangunan (KKB) , dan 
pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam 
rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan 
tersebut. 



(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah. 
b. bangunan fungsi keagamaan (Masjid, Gereja, Wihara, Pura, 

Kele,nteng). 
c. bangunan fungsi sosial murni dan budaya, meliputi : 

1) pondok pesantren yang tidak memungut biaya; dan 
2) pendidikan yang tidak memungut biaya. 

d. bangunan fungsi khusus, meliputi : 
1) bangunan gedung senjata; dan 
2) nuklir dan sejenisnya. 

Pasa16 

Subjek Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau 
badan yang memperoleh 1zin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah 
Daerah. 

Bagian Kedua 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasa17 

(1) Perhitungan Retribusi 1MB meliputi : 
a. komponen retribusi dan biaya; 
b. penghitungan besarnya retribusi; dan 
c. tingkat penggunaan jasa. 

(2) Komponen retribusi dan biaya se bagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a meliputi : 
a. retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk 

kegiatan pembangunan baru, rehabilitasil renovasi dan 
pelestarian/pemugaran; atau 

b. retribusi administrasi 1MB meliputi pemecahan dokumen 1MB, 
pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai 
pengganti dokumen 1MB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data 
atas permohonan pemilik bangunan gedung, danl atau perubahan 
non teknis lainnya; dan 

c. retribusi penyediaan formulir Permohonan 1MB, termasuk biaya 
Pendaftaran Bangunan Gedung. 

(3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b meliputi : 
a. besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan; dan 
b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus. 

(4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a 
meliputi: 
a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan; 
b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung 

baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan 
atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan 
pelestarian atau pemugaran; dan 



c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk 
bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung. 

(5) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
huruf b meliputi : 
a. pembangunan bangunan gedung baru; 
b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; dan 
c. pembangunan prasarana bangunan gedung. 

(6) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 
atas pemberian layanan 1MB· menggunakan indeks berdasarkan fungsi, 
klasifikasi, dan waktupenggunaan bangunan gedung serta indeks untuk 
prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa 
dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan. 

Pasa18 

1ndeks penghitungan besarnya retribusi 1MB meliputi : 
a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa; 
b. skala indeks; dan 
c. daftar kode. 

Pasa19 

(1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan 
retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi : 
a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; 

dan 
b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan 

gedung. 
(2) 1ndeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung 

ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi 
setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi 
bangunan gedung pada : 
a. tingkat kompleksitas; 
b. tingkat permanensi; 
c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung; 
d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat; 
e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan; 
f. ketinggian atau jumlah lantai; 
g. kepemilikan bangunan gedung; dan 
h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung. 

PasallO 

Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan 
berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan 
kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa. 



Pasal11 

(1) Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk 
mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban 
administrasi dan transparansi. 

(2) Indeks untuk penghitungan retribusi 1MB yang be1um terdapat dalam 
daftar kode dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 
jenis konstruksi prasarana bangunan gedung yang ada di masing
masing daerah 

Pasal12 

(1) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 1MB didasarkan pada 
jenis bangunan, yaitu : 
a. Jenis Bangunan 

1) bangunan gedung; 
2) prasarana bangunan gedung 

b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan : 
1) pembangunan baru; 
2) rehabilitasi/renovasi; dan 
3) pelestarian/pemugaran. 

c. pembiayaan administrasi IMB me1iputi : 
1) pemecahan dokumen 1MB; 
2) pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung 

dan/atau 
3) perubahan nonteknis lainnya. 

d. penyediaan formulir permohonan 1MB; 
e. pembiayaan operasional jasa pelayanan penlnJauan desain adan 

pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 
rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, 
dan; 

f. pembiayaan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi 
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang 
menempati bangunan tersebut. 

(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dikelompokkan menurut fungsinya yaitu bangunan untuk : 
a. hunian; 
b. keagamaan; 
c. usaha; 
d. so sial dan budaya; dan 
e. fungsi khusus 

(3) Klasifikasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan 1MB ditentukan 
berdasarkan kompleksitas bangunan gedung yang meliputi : 
a. Bangunan gedung sederhana; 
b. Bangunan gedung tidak sederhana; dan 
c. Bangunan gedung khusus. 

(4) Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a, meliputi : 
a. Bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; dan 
b. Bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai. 














































































